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Bab I Ketentuan Umum

Bab II Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Bab III Tindak Pidana Lain Yang Berkaitan Dengan Tindak 

Pidana Kekerasan Seksual

Bab IV Penyidikan, Penuntutan, dan Pemeriksaan Di Sidang 

Pengadilan 

Bab V Hak Korban, Keluarga Korban, dan Saksi

Bab VI UPTD PPA

Bab VII Pencegahan, Koordinasi dan Pemantauan

Bab VIII Peran Serta Masyarakat dan Keluarga

Bab IX Pendanaan

Bab X Kerjasama Internasional

Bab XI Ketentuan Peralihan dan 

Bab XII Ketentuan Penutup



HAL HAL YANG BAIK DAN PATUT DIPERTAHANKAN 
DALAM RUU TPKS 

1. Sistematika Pidana Khusus Internal, 

2. Judul Tindak Pidana Kekerasan Seksual,

3. Tindak Pidana Kekerasan Seksual, termasuk KBGO

4. Pemidanaan Sistem Dua Jalur (Double Track System), 

5. Sistem Pembuktian Kekerasan Seksual, 

6. Hak atas Restitusi dan Pendampingan Korban dan

7. Penambahan bab tentang Hak Korban, Keluarga Korban, dan 

Saksi, 

8. Penambahan bab tentang pembentukan UPTD PPA 

(Perlindungan Perempuan, Anak)  

9. Pencegahan yang meliputi 8 sektor termasuk bidang Teknologi 

informatika; Keagamaan; dan Keluarga. Juga dalam situasi

khusus termasuk di panti asuhan dan panti disabilitas

10.Memperkuat peran serta keluarga dalam pencegahan

kekerasan keluarga; dan 

11.Definisi dan hak-hak penyandang disabilitas



TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL

1. PELECEHAN SEKSUAL NON FISIK

2. PELECEHAN SEKSUAL FISIK

3. PELECEHAN SEKSUAL TEHNOLOGI INFORMASI

4. PEMAKSAAN KONTRASEPSI

5. PEMAKSAAN STERILISASI

6. EKSPLOITASI SEKSUAL

7. PENYIKSAAN SEKSUAL



issue yang perlu ditambahkan yaitu: 

(i) pemaksaan aborsi, pemaksaan pelacuran, 

pemaksaan perkawinan, dan perbudakan seksual 

dalam RUU TPKS, baik sebagai tindak pidana

berdiri sendiri atau unsur dalam tindak pidana yang 

sudah dirumuskan atau menjadi pemberat pidana; 

(ii) Merumuskan kekerasan seksual berbasis gender 

siber (mis: morphing/rekayasa pornografi) dan 

penegasan hak korban atas penghapusan jejak

digital (the right to be forgotten); dan 

(iii) Penegasan peran lembaga nasional HAM dan 

lembaga independen lainnya terkait pelaksanaan 

RUU ini. 
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Dalam hal pemidanaan, RUU Penghapusan
Kekerasan Seksual diusulkan untuk mengatur
atau melengkapi kelemahan-kelemahan
pemberian sanksi yang mengacu pada KUHP 
dan menjadi kendala korban dalam mengakses
keadilan. 

Perlu terobosan hukum untuk memenuhi rasa 
keadilan korban dan menyentuh akar persoalan
kekerasan seksual itu sendiri, yakni cara
berpikir dan pandangan yang tidak seimbang
antara lelaki dan perempuan dan menyudutkan
perempuan



 Rehabilitasi khusus merupakan rehabilitasi bagi
pelaku yang bertujuan untuk mengubah pola
pikir, cara pandang, dan perilaku seksual
terpidana, sekaligus untuk mencegah terjadinya
keberulangan kekerasan seksual oleh terpidana, 
baik kepada korban yang sama atau yang 
berbeda. 

 Pada dasarnya, rehabilitasi bagi pelaku sudah
dilakukan oleh lembaga pemasyarakatan, namun
kurang maksimal dan lebih kepada
mempersiapkan terpidana untuk dapat kembali
dan diterima oleh masyarakat. Sedangkan dalam
kasus kekerasan seksual, terpidana membutuhkan
rehabilitasi khusus yang tidak hanya
mempersiapkannya kembali ke masyarakat, tetapi
juga kembali dengan pola pikir dan cara pandang
yang baru dalam melihat perempuan.



• Pidana Pokok: 
a. pidana penjara
b. pidana denda

• Ditambah 1/3 (satu per tiga), apabila Tindak Pidana Kekerasan Seksual tersebut: 
a. dilakukan oleh pejabat publik, tenaga kesehatan, psikolog, tenaga pendidik, tenaga kependidikan, pegawai, pengurus, 

atau petugas terhadap orang yang dimasukkan ke lembaga, lembaga nonpemerintah, lembaga internasional, rumah, 
rumah sakit, panti, balai atau orang yang dipercayakan atau diserahkan padanya untuk dijaga; 

b. dilakukan lebih dari 1 (satu) kali atau dilakukan terhadap lebih dari 1 (satu) orang; 
c. dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu; 
d. dilakukan terhadap Anak; 
e. dilakukan terhadap Penyandang Disabilitas; 
f. dilakukan terhadap perempuan hamil; 
g. dilakukan terhadap seseorang dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya; 
h. dilakukan terhadap seseorang dalam keadaan darurat, keadaan bahaya, situasi konflik, bencana alam, atau perang; 
i. dilakukan dengan mentransmisikan dan/atau mendistribusikan ke ruang siber; dan/atau
j. mengakibatkan korban mengalami luka berat, berdampak psikologis berat, atau penyakit menular.

PEMIDANAAN DALAM RUU TPKS



PEMIDANAAN DALAM RUU TPKS

• pidana tambahan: 

a. pencabutan hak asuh anak atau pengampuan; 

b. pengumuman identitas pelaku; 

c. perampasan keuntungan yang diperoleh dari

tindak pidana; dan/atau

d. pembayaran Restitusi. 

• tindakan berupa Rehabilitasi.

a. Rehabilitasi medis; 

b. Rehabilitasi sosial. 



.

SANDINGAN USULAN PEMULIHAN 

KORBAN DALAM RUU TPKS DAN 

USULAN KOMNAS PEREMPUAN



 Dalam RUU Tindak Pidana

Kekerasan Seksual BAB V HAK 

KORBAN, KELUARGA 

KORBAN, DAN SAKSI (Pasal 46-

56)

 Bab ini sempat hilang dalam draft 

bulan Agustus



HAK KORBAN

No Kluster Hak Jenis Hak

1. Hak atas
Penanganan

a. hak atas informasi terhadap seluruh proses dan hasil Penanganan, Pelindungan, dan Pemulihan;
b. hak mendapatkan dokumen hasil Penanganan; 
c. hak atas Pendampingan dan bantuan hukum; 
d. hak atas penguatan psikologis; 
e. hak atas pelayanan kesehatan meliputi pemeriksaan, tindakan dan perawatan medis; dan 
f. hak atas layanan dan fasilitas sesuai dengan kebutuhan khusus Korban

2. Hak atas
Pelindungan

a. penyediaan informasi mengenai hak dan fasilitas Pelindungan; 
b. penyediaan akses terhadap informasi penyelenggaraan Pelindungan; 
c. Pelindungan dari ancaman atau kekerasan pelaku dan pihak lain serta berulangnya kekerasan; 
d. Pelindungan atas kerahasiaan identitas; 
e. Pelindungan dari sikap dan perilaku aparat penegak hukum yang merendahkan dan/atau menguatkan stigma 

terhadap Korban;
f. Pelindungan dari kehilangan pekerjaan, mutasi pekerjaan, pendidikan, atau akses politik; dan 
g. Pelindungan Korban dan/atau pelapor dari tuntutan pidana atau gugatan perdata atas peristiwa Tindak Pidana

Kekerasan Seksual yang ia laporkan.
h. kepolisian dapat mengeluarkan perintah Pelindungan sementara. 

3. Hak atas
Pemulihan.

a. fisik; 
b. psikologis; 
c. ekonomi; 
d. sosial dan budaya; dan 
e. ganti rugi. 



NO TAHAP  PEMULIHAN JENIS HAK

1 sebelum dan selama proses peradilan a. penyediaan layanan kesehatan untuk Pemulihan fisik; 
b. penguatan psikologis kepada Korban secara berkala; 
c. pemberian informasi tentang Hak Korban dan proses peradilan; 
d. pemberian informasi tentang layanan Pemulihan bagi Korban; 
e. pendampingan hukum; f. pemberian bantuan transportasi, biaya hidup atau biaya lainnya

yang diperlukan; 
f. penyediaan tempat tinggal yang layak dan aman; 
g. penyediaan bimbingan rohani dan spiritual untuk Korban dan Keluarga Korban; dan 
h. penyediaan fasilitas pendidikan bagi Korban.

2 setelah proses peradilan a. pemantauan, pemeriksaan dan pelayanan kesehatan fisik dan psikologis Korban secara
berkala dan berkelanjutan; 

b. pemantauan dan pemberian dukungan lanjutan terhadap Keluarga Korban;  
c. penguatan dukungan komunitas untuk Pemulihan Korban; 
d. pendampingan penggunaan ganti rugi; 
e. penyediaan dokumen kependudukan dan dokumen pendukung lainnya yang dibutuhkan

oleh Korban; 
f. penyediaan layanan jaminan sosial berupa jaminan kesehatan, perumahan dan bantuan

sosial lainnya
g. penyediaan fasilitas pendidikan bagi Korban, termasuk untuk Korban yang merupakan

orang dengan disabilitas; 

HAK KORBAN



•Pendampingan Korban dan 
Saksi

•Restitusi

HAK KORBAN
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